KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

Menimbang

a.

Bahwa dalam rangka melaksanakan Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB) di Lingkungan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera
Utara, maka perlu untuk membentuk Tim Asesor PMPRB
di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toba,;

bahwa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menyatakan
bahwa Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
menjadi acuan bagi Kementrian/Lembaga/Pemerintah
Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam
rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-
Kpt/01/KPU/V /2021 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk
melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Toba;



Mengingat
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bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Toba tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Toba Tahun 2025.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negera
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 —
20925;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 44 1) sebagaimana

diubah menjadi dengan Peraturan Menteri
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomot 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
442);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 /ORT.07-
Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota: dan
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10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025
tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba
Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN
MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TOBA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2025,

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mempunyai tugas melakukan vadisasi
1. Mereview pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi
melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) KPU Kabupaten Toba;
2. Melakukan validasi terhadap isian LKE KPU Kabupaten Toba;
3. Melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) KPU Kabupaten Toba.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 28 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kep;’"ila Sub Ba'g:}an Hukum dan Sumber Daya Manusia,

[

Frarfg Laurensus Sitinjak

Yy



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI
LINKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2025

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

NO NAMA JABATAN ASESOR DALAM PROGRAM
1 2 3 4
1. Pelaksana;
L. Rich F.B , SE, M.Si Sekretari . ’
chardo utarbutar, SE, M.Si ekretaris 2. Tim Agen Perubahan
Kepala
SUbbaglén Ya.n & 1. Tim Sistem Manajemen
Membidangi Sumber D M .
2. Frans Laurensus Sitinjak, SE Partisipasi : A
2. Tim Pelayanan Publik;
Masyarakat dan 3. Tim Aeen Perubahan:
Sumber Daya ' G BESINARES,
Manusia
Kepala Sub 1. Tim Penguatan
Bagian Akuntabilitas;
3. Haryanti Simarmata, SE Perencanaan, 2. Tim Penata Tata
Data, dan Laksana;
Informasi 3. Tim Agen Perubahan
Kepal b ; 5
ok E_L - 1. Tim Manajemen
Bagian Perubahan;
4, Mardona Sinaga, S.Kom Keuangan, . ’
2. Tim Penataan
Umum, dan .
Toplail Organisasi/Kelembagaan,;
& 3. Tim Agen Perubahan
Kepala Sub 1. Tim Penataan Peraturan
Bagian Yang Perundangan /Deregulasi
5. Mindo H. Simbolon, ST, M.AP Membidangi Kebijakan;
Teknis dan 2. Tim Pengawasan;
Hukum 3. Tim Agen Perubahan




Ditetapkan di Balige
pada tanggal 28 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

RICHARDO F.BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN-TOBA

Kepala Sul{:l‘éag;an Hukum dan Sumber Daya Manusia,

;3-‘» - -"

Frang}L@urensu;menjak
%7" T X




